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PUTUSAN

Nomor 1410/Pdt.G/2021/PA.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Selong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx

xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. LOMBOK TIMUR, NUSA

TENGGARA BARAT,  dalam  hal  ini  berdasarkan  Surat  Kuasa

tertanggal 29 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/522/SK/HK.05/XI/2021

tertanggal  30 Nopember 2021, memberikan kuasa kepada Lalu

Mustajib, S.H. dan Hairuman Syahroni, S.H.I.,  M.H.I. Advokat &

Pengacara yang beralamat  di  Jl.  Haji  Rawi-Baret  Masjid,  Desa

Kotaraja,  Kecamatan  SIkur,  Kabupaten  Lombok  Timur,  disebut

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  umur  54  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  xxxx

xxxxxxx,  tempat  kediaman  di  xxxxx  xxxxx,  xxxxx  xxxx,

xxxxxxxxxxx,  Kab.  Lombok Timur,  xxxx xxxxxxxx xxxxx,  disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  29  Nopember

2021 yang telah terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor

1410/Pdt.G/2021/PA.Sel  telah  mengajukan  perkara  cerai  gugat  dengan

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah

pada tanggal 05 April 1994 di Pedaleman xxxxx xxxxx, Desa xxxxx xxxx,

Kecamatan  xxxxxxxxxxx,  Kabupaten  Lombok  Timur.,  sesuai  dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor 286/02/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  xxxxxxxxxxx,  Kabupaten  Lombok  Timur., 

tertanggal 01 Juni 2010; 

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di

Pedaleman  xxxxx  xxxxx,  Desa  xxxxx  xxxx,  Kecamatan  xxxxxxxxxxx,

Kabupaten Lombok Timur., serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya

suami  istri  dan  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang  anak  bernama  Lalu  Muji

Jackfar  Malik,  laki-laki  umur  11  tahun  dan  Baiq  Amisti  Amilia  Malik,

perempuan umur 4,5 tahun; 

3. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

masih kategori dibawah umur dan juga selama ini Tergugat kurang begitu

memperhatikan  kebutuhan  anak-anak  tersebut,  maka  Penggugat  mohon

agar  supaya  Penggugat  ditetapkan  sebagai  pemegang  hak  hadhanah

(pemeliharaan)  atas  anak  hasil  perkawinan  antara  Penggugat  dan

Tergugat; 

4. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

goyah dan terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan:

a. Tergugat  kurang  memperhatikan  kebutuhan  dan  tanggung  jawabnya

terhadap  anak-anak  hasil  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat,  tetapi

lebih  mengutamakan  kebutuhan  anak  dari  hasil  pernikahannya  yang

pertama; 

b. Dikala anak-anak sedang butuh perlengkapan sekolah dan kebutuhan

lainnya, Tergugat selalu mengatakan tidak memiliki  uang dan akhirnya

semua diserahkan kepada Penggugat; 

c. Tergugat  juga  kurang  bertanggungjawab  terhadap  nafkah  lahir

Penggugat, bahkan Penggugat pernah sampai nekat pergi merantau ke

Kalimantan guna membiayai kebutuhan hidup terutama anak-anak; 

d. Tergugat  juga  pernah  berlaku  kasar  dan  atau  melakukan  kekerasan

dalam rumah tangga/KDRT kepada Penggugat hingga luka lebam; 
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5. Bahwa  ketidakharmonisan  yang  di  alami  Penggugat  telah  mencapai

puncaknya pada tanggal 17 Nopember 2021, dimana akhirnya Penggugat

pergi  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama,  sehingga  antara

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang; 

6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah  retak  dan  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; 

7. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan/menasehati  agar

Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi

tidak berhasil; 

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksan perkara ini,  Penggugat bersedia

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Selong  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

3. Menetapkan anak yang bernama Lalu Muji Jackfar Malik, laki-laki umur 11

tahun dan Baiq Amisti  Amilia Malik, perempuan umur 4,5 tahun., berada

dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat; 

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDER

Bilamana Majelis  Hakim yang mulia  berpendapat  lain  mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah

hadir  didampingi  kuasanya  datang  menghadap  di persidangan,  sedangkan

Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 1410/Pdt.G/2021/PA.Sel
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tanggal  03 Desember 2021 dan tanggal  14 Desember 2021  Tergugat telah

dipanggil  secara resmi  dan  patut.  Tergugat  tidak  juga  menyuruh  orang  lain

untuk  menghadiri  persidangan  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah.  Dan

ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  ternyata  tidak  disebabkan  oleh  suatu

halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini

dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat

dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  ke  persidangan,  namun

Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasihati  Penggugat  agar  rukun  kembali

dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  membacakan  gugatan  Penggugat  yang

isinya  terkait  dengan  perceraian  tetap  dipertahankan  oleh Penggugat,

sedangkan yang terkait  dengan hak asuh anak yang terdapat  dalam posita

angka  3  dan  petitum  angka  3,  Penggugat  secara  lisan  di  persidangan

menyatakan dicabut;

Bahwa  untuk  menguatkan dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203125108780002 atas

nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil,  Kabupaten  Lombok Timur,  tanggal 27 Oktober 2012, yang

telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi

tanggal, paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  286/02/VI/2010,  yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, tanggal

01  Juni  2010,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan

dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti  surat, Penggugat juga telah mengajukan  2 orang

saksi sebagai berikut:

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan

xxx xxxxx xxxxxx,  bertempat tinggal  di  Dusun  Banok,  Desa xxxxx
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xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx,  Kabupaten Lombok Timur,  di bawah

sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat

karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  istri  yang

telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat

tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun

lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa  penyebabnya  karena  Tergugat  tidak  pernah

memberi  nafkah  dan  Tergugat  pernah  memukul  Penggugat

hingga Penggugat mengalami luka lebam;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang karena Tergugat

sudah menyerahkan Penggugat kepada saksi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat

dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan

xxxxxxxxxx,  bertempat  tinggal  di  Dusun Banok,  Desa xxxxx xxxx,

Kecamatan  xxxxxxxxxxx,  Kabupaten  Lombok  Timur,  di  bawah

sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat

karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  istri  yang
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telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat

tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun

lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa  penyebabnya  karena  Tergugat  sering  memukul

Penggugat  dan  Tergugat  tidak  bertanggungjawab  terhadap

nafkah Penggugat;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang karena Tergugat

sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua saksi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat

dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak  akan  mengajukan

bukti-bukti  lagi  dan  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  pada  pokoknya

tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  maka ditunjuk pada

hal-hal  yang tercantum dalam berita  acara  sidang sebagai  bagian yang tak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa  oleh karena Penggugat menunjuk  Kuasa  Hukum,

maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  surat  kuasa  dan  keabsahan

Kuasa Hukum beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah

ini;
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Menimbang, bahwa  terhadap  surat  kuasa  Penggugat  kepada  Kuasa

Hukum Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah

memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan  kartu

advokat yang masih berlaku dan berita acara  penyumpahan oleh Pengadilan

Tinggi,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat,  Kuasa  Hukum  Penggugat  sah

mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4

ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad dan Putusan

MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan

Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir

menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang

sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu

Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Tergugat  telah  dengan  sengaja  tidak

mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka

Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan

tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg.;

Menimbang,  bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  upaya  damai  melalui  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  namun  demikian

bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor

50  Tahun  2009  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  pihak  yang

berperkara  dengan  cara  menasehati  Penggugat  untuk  rukun sebagai  suami

isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara

verstek,  namun  oleh  karena  perkara  a  quo mengenai  sengketa

perkawinan/perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 15 Put. No.1410/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1974  Tentang  Perkawinan  beserta  penjelasannya,  maka  ketidakhadiran

Tergugat  tidak  dengan  sendirinya  menjadi  alasan  dikabulkannya  gugatan

Penggugat,  melainkan harus diteliti  terlebih dahulu apakah  gugatan tersebut

berdasar  kepada  ketentuan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  tersebut  yang

merupakan  dasar  hukum dalam mengajukan  perceraian  dan  apakah  antara

suami  isteri  yang  bersangkutan  tidak  mungkin  lagi  didamaikan  untuk  hidup

rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  untuk  itu  Penggugat  patut  dibebankan

pembuktian;

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  pada  pokoknya  adalah

menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu ba’in sughra terhadap Penggugat,

karena sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

tidak  bertanggungjawab  terhadap  nafkah  keluarga  dan  pernah  melakukan

KDRT terhadap Penggugat, hingga puncaknya sejak 17 Nopember 2021 antara

Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  dan selama itu  pula

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah  mengajukan  alat  bukti  surat  dan  2  orang  saksi  yang  akan

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan

Penggugat,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  alat  bukti  surat  yang  diajukan

Penggugat  merupakan  akta  otentik,  sehinggga  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda

Penduduk, maka telah terbukti Penggugat adalah penduduk wilayah yurisdiksi

Pengadilan Agama Selong dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama

Selong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan

belum pernah  bercerai,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi

Hukum Islam (KHI), sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai

pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in yudicio dalam perkara

a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat,

sudah  dewasa  dan  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pokok

permasalahan  perkara  ini  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar

sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi Penggugat  telah  memberikan

keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut: 

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun  dan  harmonis  akan  tetapi  sejak  tahun  2019  tidak  lagi  harmonis,

mereka sering bertengkar;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  sendiri  perselisihan  dan

pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  penyebab  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  lagi

harmonis  karena  Tergugat  tidak  bertanggungjawab  terhadap  nafkah

keluarga dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu; 

- Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal  antara  Penggugat  dan

Tergugat tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar

rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang terikat perkawinan yang sah;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

dan  harmonis  lagi sejak  tahun  2019  sering  terjadi  pertengkaran  karena

Tergugat  tidak  bertanggugjawab terhadap nafkah  keluarga  dan Tergugat

juga pernah memukul Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah  tempat tinggal

sejak 1 bulan yang lalu;

4. Bahwa  kedua saksi telah berusaha  menasihati Penggugat agar

rukun dan kumpul Kembali bersama Tergugat tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa Majelis Hakim telah juga menasehati Penggugat agar tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi  Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai

dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat

dengan  dalil  sebagaimana  tercantum dalam gugatan,  maka  dari  fakta  yang

terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai

berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  perceraian  hanya dapat

dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan

berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  dan  untuk

melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang,  bahwa  yang  dapat  dijadikan  dasar/alasan  dalam

mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di

atas,  terdapat  beberapa  unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  terjadinya

perceraian yaitu:
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- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri  dan tidak

berhasil;

- Adanya  alasan  bahwa antara  suami  isteri  itu  tidak  akan dapat

hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  akan

dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang

terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu

kesimpulan  apakah  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha

menasihati  Penggugat  agar  rukun  lagi  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  usaha

yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.  Dengan demikian

unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal

19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  Pasal  116  Kompilasi

Hukum  Islam,  dihubungkan  dengan  alasan  Penggugat  dalam  gugatannya,

Penggugat menggunakan Pasal  19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  dan  Pasal  116  Huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam yaitu  “Antara

suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat

telah  mempunyai  cukup  alasan  sesuai  dengan  Pasal  39  Ayat  (2)  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jis.  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang

Undang  Nomor1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
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tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya

“permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup

jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu

dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan

pertengkaran,  sesuai  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor

38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan

dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (broken marriage).

Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang

bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran,  akan

tetapi  yang  terpenting  adalah  mengetahui  keadaan  senyatanya  yang  terjadi

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh

Majelis  Hakim  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  penyebab  keretakan  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil  dan berpengaruh

bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang

dihadirkan sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa pihak

keluarga  telah  berupaya  menasihati  dan  merukunkan  Penggugat  dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,

dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  sehingga  tujuan  perkawinan  sebagaimana

dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang

bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian

unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga

seperti  itu di  mana  sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering

terjadi pertengkaran dan  selama kurun waktu 1  bulan antara Penggugat dan

Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak

lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja
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makan  sebagaimana  layaknya  kehidupan  suami  isteri  yang  harmonis  serta

tidak  saling  perdulikan  dan  saling  urus  lagi,  maka  telah  terbukti  adanya

keretakan antara  Penggugat  dan Tergugat  yang sulit  diperbaiki,  serta  tekad

Penggugat  untuk  bercerai  dari  Tergugat,  yang  menurut  anggapan  hukum

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,

apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan

yang  akan  dicapai,  melainkan  besar  kemungkinan  akan  menimbulkan

kemudhoratan,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  oleh  karena  itu  gugatan

Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Hukum Islam, dari  sebab antara Penggugat  dengan Tergugat  selama dalam

perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh

talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai hak asuh

anak telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya

lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  07  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah

diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  03  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  oleh  karena  perkara  ini  mengenai

sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar

biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang

berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1 Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  sah  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3 Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra Tergugat  (Lalu  Ahmad

Haerun bin H. Lalu Kamarudin)  terhadap Penggugat  (Baiq Kusuma Dewi

binti Lalu Zainuddin);

4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
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ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi

bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami HAPSAH,

S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan

DWI ANUGERAH, S.H.I.,  M.H. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh

Ketua Majelis pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri  oleh para  Hakim Anggota serta  YULISTINA PUSPITA ANGGRI, S.H.

sebagai  panitera  pengganti  dan  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat;

    Hakim Anggota 

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

YULISTINA PUSPITA ANGGRI, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Biaya Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 180.000,00

-  PNBP Relaas: Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp           10.000,00  
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J u m l a h : Rp 300.000,00

                  (tiga ratus ribu rupiah)
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